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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian tentang penyusunan standar pelayanan 

pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor pada pengujian berkala 

sesuai dengan PM 133 tahun 2015, maka dapat di ambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pemeriksaan teknis bagian bawah kendaraan bermotor 

terhadap kendaraan jenis mobil barang terdiri  dari beberapa sistem 

yang harus di periksa diantaranya pemeriksaan sistem kemudi, sistem 

suspensi, sistem rem, sistem pembuangan, sistem penerus daya, dan 

sistem roda-roda. Dari beberapa sistem tersebut harus di laksanakan 

pemeriksaan secara detail dan sesuai dengan alur pemeriksaan mulai 

dari bagian depan kendaraan bermotor hingga bagian belakang 

kendaraan bermotor sehingga tidak ada kemungkinan-kemungkinan 

variasi lain dalam pelaksanaannya. .     

2. Standar waktu pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor adalah 9 

menit 58 detik, waktu tersebut di dapat setelah penulis melaksanakan 

pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor sesuai dengan standar 

oprasional prosedur yang penulis susun. 

3. Dalam pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor di butuhkan 

sarana dan prasarana yang memadahi, karena dari sarana dan 

prasarana tersebut mampu mendukung hasil dari pemeriksaan bagian 

bawah kendaraan bermotor secara optimal. Sehingga kendaraan 

bermotor yang di periksa pada bagian bawah kendaraan mampu 

diperiksa secara akurat. Untuk sarana yang di perlukan, yakni 

pengungkit (linggis), palu, senter, alat Joint Play Detector, lorong uji. 

Sedangkan untuk prasarananya yakni gedung pengujian dan alat 

pelindung diri (APD) 

4. Sesuai dengan Peraturan Mentri No 156 tahun 2016 tentang Kompetensi 

Penguji Berkala Kendaraan Bermotor, pasal 23 menjelaskan bahwa uji 
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berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh penguji yang memiliki 

kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang, 

maksud dari pernyataan tersebut adalah penguji yang telah memiliki 

sertifikat kompetensi. Pada pemeriksaan bagian bawah kendaraan 

bermotor harus di lakukan oleh penguji yang berkompeten dan cakap 

dalam pemeriksaan, penguji yang memiliki tinggi badan sesuai dengan 

Pit Lift , dan jumlah penguji minimal 2 (dua) orang pada bagian 

pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor. 

 

V.2 Saran  

Guna meningkatkan efektivitas pemeriksaan teknis bagian bawah 

kendaraan bermotor, maka penulis memberikan saran berdasarkan hasil 

pembahasan dan kesimpulan. Adapun saran yang penulis berikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Setelah dilakukan penyusunan Standar Oprasional Prosedur pemeriksaan 

bagian bawah kendaraan bermotor dengan jenis mobil barang 

diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai standar 

oprasional prosedur secara menyeluruh terhadap semua jenis kendaraan 

bermotor wajib uji dan diharapkan dapat digunakan menjadi pedoman 

penyusunan standar oprasional prosedur disetiap Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor diseluruh Indonesia. 

2. Setelah di lakukan penelitian terhadap waktu yang di butuhkan dalam 

pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor sesuai dengan standar 

oprasional prosedur yang penulis susun, diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi dasar di tetapkannya Standar Pelayanan Minimal di setiap Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor di seluruh 

Indonesia, sehingga proses pemeriksaan bagian bawah kendaraan 

bermotor dapat berjalan secara optimal. 

3. Sarana dan prasarana dalam pemeriksaan bagian bawah kendaraan 

bermotor harus lengkap dan mampu mendukung dalam proses 

pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor, sehingga hasil dari 

pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor lebih optimal. 
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4. Setelah di lakukan penentuan jumlah Sumber Daya Manusia dalam 

pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor, perlu diadakan 

penelitian tentang penentuan jumlah penguji yang dalam satu lajur 

gedung pengujian kendaraan bermotor. 
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